
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 52 TAHUN 2016 -

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangTata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan KetetapanDan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi AdministratifPajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taun 1983 Nomor 49) TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262
sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taun 2007 Nomor 85,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4740);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PajakBumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor62, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3569);



4. Undang-Undang Nomor 2 'Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3831);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahuun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun2010 Nomor 48);



Menetapkan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14
tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2012 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN,
PEMBATALAN, PENGURANGAN • KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Tanggamus.

3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat
Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten
Tanggamus.

5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus.



6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2
adalah pajak atas bumi dan / atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan /atau dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau badan untuk sektor perdesaan
dan Perkotaan kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan , yang selanjutnya disingkat SPPT
PBB-P2 adalah Surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi danBangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang kepada Wajib Pajak.

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan , yang selanjutnya disingkat SKPD
PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajakyang terutang.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB
PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , yang
selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/ atau sanksi administratif berupa
bunga dan /atau denda.



BAB II

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu
Kewenangan Kepala Dinas

Pasal 2

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena
jabatannya, Kepala Dinas dapat
membetulkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2,
STPD PBB-P2, atau SKPDLB PBB-P2 yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis dan /atau kesalahan hitung
dan/ atau kekeliruan penetapan ketentuan
tertentu dalam peraturan
undangan perpajakan daerah.

perundang-

(2) Kepala Dinas dapat :
a. mengurangkan atau menghapus sanksi

administratif berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan
wajib pajak atau bukan karena
kesalahanya;

b. mengurangkan atau membatalkan
SPPT PBB- P2.SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2
atau SKPDLB PBB- P2 yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD
PBB-P2;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau
ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan;

e. mengurangkan atau membatalkan
ketetapan pajak terutang dalam hal objek
pajak terkena bencana alam atau sebab
lain yang luar biasa; dan / atau

f. mengurangkan ketetapan pajak
terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar wajib pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.



Bagian Kedua
Tata Cara Pembetulan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 3

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau
kekeliruan yang tidak mengandüng persengketaan
antara Petugas Dinas dan Wajib Pajak, yaitu :

a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan
penulisan Nomor Objek Pajak (NOP), Nama,
Alamat, Luas Tanah dan / atau bangunan;

b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan
penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan / atau
pembagian ; dan / atau

c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan, antara
lain kekeliruan dalam penerapan tarif, Nilai dual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP), dan sanksi
administrasi.

Pasal 4

(1) Permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2
dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.

(2) Permohonan pembetulan atas SKPD PBB-P2
dan/ atau STPD PBB-P2 hanya dapat dilakukan
oleh wajib pajak atau kuasanya secara
perseorangan.

Pasal 5

(1) Permohonan pembetulan secara
perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. satu permohonan diajukan untuk 1 (satu)

SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2 / STPD PBB-
P2 / SKPDLB PBB- P2 / Surat Keputusan
Keberatan;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia disertai alasan yangjelas;



c. diajukan kepada Kepala Dinas; dand. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalamhal surat permohonan ditanda tangani olehbukan Wajib Pajak harus dilampiri SuratKuasa;

(2) Permohonan pembetulan secara kolektifsebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)harus memenuhi persyaratan sebagai berikut •
a. diajukan untuk SPPT PBB-P2 Tahun Pajak

$ama dengan pajak yang terhutang setiapSPPT PBB-P2 paling banyak Rp. 300. 0 00.,00(tiga ratus ribu rupiah);
b. diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia disertai alasan yang jelas; danc. diajukan kepada Kepala Dinas atau dapatdiajukan melalui Lurah setempat kepadaKepala Dinas;

(3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasaruntuk memproses surat permohonan adalahtanggal diterimanya surat 'permohonan Wajib

Pasal 6

(1) Permohonan pembetulan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, dianggap bukan sebagai suratpermohonan sehingga tidak dapatdipertimbangkan.
(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidakdipertimbangkan sebagaimana dimaksud padaayat (1), Kepala Dinas harus memberitahukansecara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya;

Pasal 7

Kepala Dinas secara jabatan dapat menerbitkanKeputusan Pembetulan dalam hal terjadi kesalahantubs, kesalahan hitung, dan /atau kekeliruanpenerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan, tanpa permohonan Wajib
i 8JclrC.



Bagian Ketiga
Tata Cara Pembatalan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 8

Pembatalan atas SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2/STPDPBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2 /SKPDPBB-P2 / STPD PBB- P2 tersebut seharusnya tidak
diterbitkan.

Pasal 9

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dapat dilakukan jika :

a. Hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara yang ditentukan;

b. Ketetapan pajak terutang dalam hal objek
pajak terkena bencana alam atau sebab lain
yang luar biasa; dan / atau

c. Diterbitkan surat Ketetapan pajak yang
seharusnya tidak terutang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 10

Pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diberikan
kepada Wajib Pajak apabila :

a. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada
hubungannya dengan subjek pajak dan / atau
karena sebab-sebab tertentu lainnya:



1. Wajib Pajak Pribadi meliputi :
a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang

pribadi, veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, penerima
tanda jasa bintang gerilya, atau
janda/dudanya diberikan paling tinggi 75%
(tujuh puluh Lima Persen) dari Pajak
terutang;

b) Objek Pajak berupa lahan
pertanian/ perikanan/ peternakan yang
hasilnya sangat terbatas yang Wajib
Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan
rendah diberikan pengurangan paling tinggi
75% (tujuh puluh lima persen);

c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang penghasilanya semata-mata
berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban
membayar PBB-P2 sulit dipenuhi
diberikan pengurangan ketetapan paling
tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
Pribadi yang berpenghasilan rendah
sehingga kewajiban membayar PBB sulit
dipenuhi diberikan pengurangan ketetapan
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);

e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilan rendah yang
Nilai Jual Objek Pajak- (NJOP) per meter
perseginya meningkat akibat perubahan
lingkungan dan dampak positif
pembangunan diberikan pengurangan
ketetapan paling tinggi 75% (tujuh puluh
lima persen); atau

0 Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang berupa cagar budaya yang
telah ditetapkan sebagai bangunan
dan / atau lingkungan cagar budaya
diberikan pengurangan ketetapan paling
tinggi 50% (lima puluh persen).

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib
Pajak badan yang mengalami kerugian dan
kesulitan likuiditas tahun. pajak sebelumnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban
rutin diberikan pengurangan ketetapan paling
tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).



b. Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang adahubungannya dengan Objek Pajak itu sendiridiberikan pengurangan ketetapan paling tinggi100% (seratus persen), meliputi :

1. Dalam hal objek pajak terkena bencana yang
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara laingempa bumi, tsunami, gunung meletus,banjir, kekeringan, angin topan, tanahlongsor dan bencana lainnya; atau

2. Dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang^uar biasa, meliputi kebakaran, wabahpenyakit tanaman dan / atau wabah hamatanaman.

Pasal 11

Pengurangan terhadap ketetapan pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikankepada Wajib Pajak atas PBB-P2 -yang terutang yangtercantum dalam SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2

Pasal 12

(1) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 10 dapat diberikan berdasarkanpermohonan Wajib Pajak.

(2) Permohonan pengurangan ketetapan pajakterutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat diajukan secara :

a. Perseorangan, untuk PBB-P2 terutangyang tercantum dalam SKPD PBB-P2;
b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.

Pasal 13

Permohonan pengurangan ketetapan yang diajukansecara perseorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan dandokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).



(1) Pengurangan ketetapan harus diajukan dalam
jangka waktu :
a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT PBB-

P2;
b. 1 |satu| bulan terhitung sejak tanggal SKPD

PBB-P2;
c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal

terjadinya bencana alam; atau
d. 3 (liga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya

schab lain yang luar biasa, kecuali apabila
Wajib Pajak dapat mcnunjukkan dalam
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena kcadaan diluar kekuasaannya.

(2) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak
sebclumnya atas objek pajak yang dimohonkan
pengurangan ketetapan, kecuali dalam hal objek
pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang
luar biasa.

(3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau
SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan
ketetapan, atau dalam hal diajukan keberatan
Lelah diterbitkan surat keputusan keberatan
dan atas surat keputusan keberatan
dimaksud tidak diajukan banding.

Bagian Kelima
Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan

Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 14

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) berupa sanksi
administratif berupa bunga, denda kenaikan
pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) Pcraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan .



(2) Pcmberian penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) kepada Wajib Pajak orang yang
mcngalami kesulitan keuangan atau Wajib
Pajak badan yang mengalami kesulitan
likuiditas.

Pasal 15

(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) diajukan secara
perseorangan .

(2) Pei mohonan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. satu pemohon diajukan untuk satu SPPT

PBB- P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2;
b. diajukan kepada Kepala Dinas;
c. diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia;
d. mengemukakan besarnya persentase

penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif yang diminta disertai alasan
yangjelas;

e. melampirkan surat kuasa dalam hal
surat permohonan ditanda tangani bukan
oleh Wajib Pajak;

f. melunasi pokok pajak yang dimintakan
penghapusan atau pengurangan sanksi
administratif;

g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun
sebelumnya dan belum kadaluwarsa
menurut ketentuan perpajakan yang
bcrlaku; dan

h. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak pelunasan pokok pajak yang
dimintakan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif.



Pasal 16

SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/STPD PBB-P2 yangtelah diajukan permohonan penghapusan ataupengurangan sanksi administratif tidak dapatdiajukan kembali.

Pasal 17

(1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dapat berupa mengabulkan seluruhnyasebagian atau menolak.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) didasarkan pada hasil penelitian.

Pasal 18

(1) Standar Operasional Prosedur Pembetulan,Pembatalan, Pengurangan Ketetapan danPenghapusan atau Pengurangan SanksiAdministratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IPeraturan BUPATI ini.

(2) Bentuk Keputusan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 ditetapkan sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Peraturan BUPATIini.

(3) Bentuk keputusan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18 apabila di lakukan secara kolektifdi tetapkan sebagaimana tercantum dalamlampiran III dan lampiran IV Peraturan BUPATIini.



BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pcralnran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan. &

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengapenempatannya dalam Berita Daerah KabupataTanggam us

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 JULI 2016

BUPATI TANGGAMUS,

Diundangkan di Kota Agung
pada Tanggal 1 juy,i 2016

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN,

^UKLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 347

c
c



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 52 mm 2016
TANGGAL :-[ JPIJ 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBETULAN,
PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. Deskripsi
Prosedur ini menguraikan tata cara p'enyelesaian atas
permohonan dari Wajib pajak yang mengajukan
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan
dan Pengahapusan atau Pengurangan Sanksi
Administratif PBB-P2 di Dinas.

B. Pihak Terkait
1. Kepala Dinas
2. Kepala UPT Pelayanan PBB
3. Koordinator Penetapan dan Pelayanan
4. Petugas Pelayanan PBB-P2
5. Pelaksana
6. Wajib Pajak

C. Dokumen Yang Digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak

2. Dokumen pendukung :
a. Untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara

perseorangan (Fotokopi Kartu Tanda Anggota
Veteran atau Fotokopi Surat Keputusan tentang
Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan
Gelar Kehormatan dari Pejabat yang berwenang dan
Fotokopi bukti pelunasan PBB Tahun Pajak
sebelumnya).

b. Untuk Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal
dari pensiunan (Fc. surat keputusan pensiunan,
Fc. slip pensiunan atau dokumen sejenis lainnya,
Fc. Kartu Keluarga, Fc. rekening tagihan listrik,
air dan/ atau telepon, Fc. bukti pelunasan
PBB Tahun Pajak sebelumnya).



1

c. Objek pajak yang Wajib Pajaknya orangpnbadi yang berpenghasilan rendah, sehinggakewajiban PBB-nya sulit dipenuhi (Fc. KartuKeluarga, Fc. rekening tagihan listrik, airdan/ atau telepon, Fc. bukti pelunasan PBB TahunPajak sebelumnya).
d. Untuk Wajib Pajak badan yang mengalami kerugiandan kesulitan likuiditas pada tahun pajaksebelumnya sehingga tidak dapat memenuhikewajiban rutin perusahaannya (Fc. laporankeuangan tahun sebelumnya, Fc. SPT Tahunan PPhTahun Pajak sebelumnya dan Fc. bukti pelunasan

PBB Tahun Pajak sebelumnya).
e. Untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukansecara kolektif oleh Kepala Desa / Lurah (SuratKeterangan yang mendukung alasan permohonan

dari Kepala Desa/ Lurah setempat atau instansiterkait dan Fotokopi bukti pelunasan PBB tiap-tiapWajib Pajak Tahun pajak sebelumnya)

3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

D. Dokumen Yang Dihasilkan

1. Surat Tugas Pemeriksaan Lapangans
2. Uraian Penelitian;
3. Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan,

Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atauPengurangan Sanksi Administratif;
4. Surat pemberitahuan tidak dapat diproses;
5. Surat pengantar;
6. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Prosedur Kerja

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan,Pembatalan, Pengurangan Ketetapan danPenghapusan atau Pengurangan Sanksi AdministrasiPBB-P2 secara tertulis kepada Dinas melalui Petugas
Pelayanan PBB-P2;

2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan
kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalamhal berkas permohonan belum lengkap, dihimbaukepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Apabilaberkas permohonan sudah dinyatakan lengkap, makaakan dicetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan LembarPengawasan Arus Dokumen (LPAD), BPS untuk Wajib
Pajak sedang LPAD akan digabung dengan berkas
permohonan, dan meneruskan untuk diserahkan
kepada Koordinator Penetapan dan Pelayanan;



3. Koordinator Penetapan dan Pelayanan meneliti berkaspermohonan dan membuat berita acara hasilpenelitian, kemudian meneruskan kepada Kepala UPTPelayanan PBB-P2;
4. Atau apabila dianggap perlu, Koordinator Penetapandan Pelayanan dapat menugaSkan pelaksana

untuk melakukan pengecekan / penelitian lapangandan kantor yang dituangkan dalam laporan hasilpenelitian (LHP);
5. Kepala UPT Pelayanan PBB-P2 menugaskan danmemberikan disposisi kepada Koordinator Penetapandan Pelayanan untuk membuat konsep SuratKeputusan yang didasarkan pada LHP;
6. Kepala UPT pelayanan PBB-P2 meneliti, menyetujuidan memaraf konsep Surat Keputusan kemudian

menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Dinas-7. Dalam hal Kepala UPT PBB-P2 tidak menyetujuikonsep Surat Keputusan tersebut, maka konsepSurat Keputusan dikembalikan kepada KoordinatorPenetapan dan Pelayanan yang kemudianditindaklanjuti atau diperbaiki;
8. Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani SuratKeputusan;
9. Dalam hal Kepala Dinas tidak menyetujui konsep SuratKeputusan, maka konsep Surat Keputusan

dikembalikan kepada Koordinator Penetapan danPelayanan yang kemudian ditindaklanjuti ataudiperbaiki;
10. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan SuratKeputusan ke Petugas Pelayanan PBB untukdisampaikan ke Wajib Pajak;
11. Proses Selesai

Jangka WAKTU PENYELESAIAN permohonan setiap wajib
pajak :
a. Permohonan Pembetulan Paling Lama 4 (empat) Bulan;
b. Permohonan Pembatalan Paling Lama 4 (empat) Bulan;
c. Permohonan Pengurangan Ketetapan Paling Lama

6 (Enam) Bulan;
d. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Paling Lama 6 (Enam) Bulan.



BAGAN ALUR

BUPATI TANGGAMUS



LAMPIRANIV PERATURAN BIJPATITANGGAMUS
NOMOR : 32 TA<UM 2016
TANGGAL :1 JUTJ 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

iruiuann KtrALA uinas pendapaian, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS:NTANG PEMBETULAN/PEMBATALAN/ PENGURANGAN KETETAPAN/ PENGHAPUSAN/ PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIE *)Ag SPPT PBB-P2/SKPD PBB- P2 / STPD PBB-P2 KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2015 SECARA K0LEKT1F
Nomor :
Tanggal :

O

Nama
Wajib
Pajak

Alamat
Wajib
Pajak NOP

SPPT
Pengurangan

ketetapan

Alasan
Pembatalan /

pengurangan/
penghapusan

Desa/Kelurahan
- Kecamatan Keterangan

Luas (m2) NJOP (Rp/m2) PBB yang
terhutang

(Rp)
Bumi Bangunan Bumi Bangunan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

— — —— — — .. —

Ttd

NAMA

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURNIAWAN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 32 tatom 2016
TANGGAL : 1 2016

KEPUTUSAN pembetulan, PEMBATALAN, PENGURANGANKETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KOP DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR

TENTANG

PEMBETULAN/ PEMBATALAN /PENGURANGAN KETETAPAN /PENGHAPUSAN / PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIE *) ATASSPPT PBB-P2/SKPD PBB- P2/ STPD PBB-P2
NOMOR ..... TANGGAL ........... PAJAK BUMIDAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dituangkan dalam Laporan HasilPenelitian (LHP) PermohonanPembetulan / Pembatalan / Pengurangan
Ketetapan / Penghapusan / Pengurangan
Sanksi Administratif *) atas atas SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2Nomor tanggal •. Pajak Bumi danBangunan Perdesaan Perkotaan , makaperlu menetapkan Keputusan Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah KABUPATEN TANGGAMUS tentang;

Mengingat 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
14 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi danBangunan erdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 19 Tahun



2. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor ..5.2 .. Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan
sebagian / menolak *) atas permohonan
Pembetulan / Pembatalan / Pengurangan
Ketetapan / Penghapusan / Pengurangan
Sanksi Administratif *) atas SPPT PBB-P2 / SKPD
PBB-P2 / STPD PBB-P2Nomor tanggal Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan sebagai
berikut :

a. Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :

b. SPPT/ SKPD/STPD
Nomor :
TAnggal :

c. Objek Pajak :

Diktum KEDUA menjelaskan ketentuan mengenai masing
masing jenis permohonan, sebagai berikut :

• KEDUA

• KEDUA

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU atas SPPT / SKPD / STPD
dalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahan
hitung. Dan / atau kekeliruan penerapan
ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pembatalan atas SPPT / SKPD / STPD
sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU
apabila SPPT / SKPD / STPD tersebut seharusnya
tidak diterbitkan.

• KEDUA

• KEDUA

Pengurangan Ketetapan atas SPPT/ SKPD/ STPD
sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU sebagai
berikut:
1. Jumlah Ketetapan Pajak Rp
2. Pengurangan Ketetapan Rp
3. Jumlah pajak terutang Rp

Penghapusan / pengurangan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU



KETIG A

3. Sanksi administratie setelah Pengurangan
Penghapusan
: Rp

Kcputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

*) coret yang tidak
pcrlu
**) diisi sesuai
keperluan

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS

Ttd.

NAMA

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURNIAWAN



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TANGGAMUSNOMOR : 32 taiui 2016
TANGGAL ;1 JULI 2016

KEPUTUSAN PEMBETULAN, pembatalan, penguranganKETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINISTRATIE PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

KOP DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR _ r- s..'

TENTANG

PEMBETULAN / PEMBATALAN/ PENGURANGAN KETETAPAN /PENGHAPUSAN /PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIE *) ATASSPPT PBB-P2 / SKPD PBB- P2 / STPD PBB-P2
NOMOR • ; TANGGAL ..

_
PAJAK BUMIDAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

bahwa berdasarkan hasil penelitian
sebagaimana dituangkan dalam Laporan HasilPenelitian (LHP) PermohonanPernbetulan / Pembatalan / Pengurangan
Ketetapan / Penghapusan / Pengurangan
Sanksi Administratif *) atas atas SPPT PBB-P2 / SKPD PBB-P2 / STPD PBB-P2Nomor tanggal Pajak Bumi danBangunan Perdesaan Perkotaan , makaperlu menetapkan Keputusan Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah KABUPATEN TANGGAMUS tentang;

1 . Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
14 Tahun 2012 tentang Paiak Bumi d^n



3. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun 2016
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN :

Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan
sebagian / menolak *) atas permohonan
Pembetulan / Pembatalan / PenguranganKetetapan / Penghapusan / Pengurangan
Sanksi Administratif *) atas SPPT PBB-P2 / SKPDPBB-P2 / STPD PBB-P2Nomor tanggal Pajak Bumi danBangunan Perdesaan Perkotaan . sebagaimana
tercantum dalam kolom 2, kolom 3, dan kolom 4lampiran IV Keputusan Kepala DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Tanggamus tentangPembetulan / Pembatalan / Pengurangan Ketetapan
Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administratif *)Atas Sppt Pbb-P2/Skpd Pbb- P2 / Stpd Pbb-P2

Diktum KEDUA menjelaskan ketentuan mengenai masing
masmgjenis permohonan, sebagai berikut :

• KEDUA

• KEDUA

Pembetulan sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU atas SPPT / SKPD / STPDdalam hal terjadi kesalahan tulis, kesalahanhitung. Dan/ atau kekeliruan penerapanketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.

Pembatalan atas SPPT / SKPD / STPDsebagaimana dimaksud pada dictum KESATUapabila SPPT / SKPD / STPD tersebut seharusnvatidak diterbitkan.

• KEDUA Pengurangan Ketetapan atas SPPT/ SKPD/ STPDsebagaimana dimaksud pada dictum KESATU sebagai
berikut:
1. Jumlah Ketetapan Pajak : Rp
2. Pengurangan Ketetapan : Rp
3. Jumlah pajak terutang Rp



• KEDUA

K ETIG A

Penghapusan / pengurangan sanksi administratifsebagaimana dimaksud pada diktum KESATUdengan perhitungan sebagai berikut:
1 . Sanksi administratif
2. Besarnya Pengurangan / Penghapusan

Rp ( % X Rp )
3. Sanksi administratif setelahPengurangan / Penghapusan

• Rp

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

*) coret yang tidak
perlu
**) diisi sesuai
keperluan

KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS

Ttd

NAMA

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURN1AWAN



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: 47 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANGGAMUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 PeraturanDaerah kabupaten tanggamus Nomor 08 Tahun 2016tentang pembentukan dan susunan perangkat daerahperlu di susun rincian tugas, fungsi dan tata keijadinas pengendalian penduduk dan keluarga berencanakabupaten tanggamus;
b. bahwa untuk maksud huruf a tersebutdi atas, perlu menetapkan Peraturan BupatiTanggamus tugas, fungsi dan tata keija dinaspengendalian penduduk dan keluarga berencanakabupaten tanggamus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TulangBawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SistemJaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144. Tambahan Npnora



6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 perkembangankependudukan dan pembangunan keluarga (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234) ;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggaraan Jaminan Sosial ( Lemabaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang AparaturSipd Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494); 1

10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) ;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembagaNegara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentangPembangunan Kependudukan Keluarga Berencana danSistem Informasi Keluarga (SIGA) (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentangKesehatan Reproduksi ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 169,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentangProgram Pembangunan Yang Berkeadilan ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007tentang Pedoman Pembentukan Pembinaan PosPelayanan Terpadu (Posyandu) ;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan KesehatanPada Jaminan Kesehatan Nasional ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan SosialDasar di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 2556/Menkes/ PER/XI/2012 tentang PedomanPembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga MelaluiPemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga ;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 Tahun 2008tentang Strategi Nasional Sanitasi Total BerbasisMasyarakat ;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 411.4.561 Tahun2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum TimPenggerak PKK tentang Hasil Rapat Keria Nasional VIIPKK Tahun 2010 ;

26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang PedomanUmum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;

27. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga



28. Peraturan Kepala Badan Kependudukan KeluargaBerencana Nasional Nomor 360/PER/G2/2013 tentangpedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan TandaPenghargaan Bidang Kependudukan dan KeluargaBerencana;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunanperangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTanggamus tahun 2016 Nomor 142, TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG TUGASFUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanggamus
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat DaerahKabupaten Tanggamus.
6. Sekretans Daerah adalah Sekretaris DaerahKabupaten Tanggamus.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan BupatiTanggamus.
8. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk DanKeluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tanggamus.



10. Bias Gender adalah kesenjangan laki-laki danperempuan dalam menjalankan fungsi, peran dantanggung jawab sosialnya.
11. Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya

pemberdayaan ketahanan keluarga yang mempunyaianak balita melalui peningkatan pengetahuan, sikap,penlaku dan keterampilan orang tuadan anggotakeluarga lainnya dalam pernbinaan tumbuh kernbangbalita melalui ransangan fisik, mental, intelektual,
spiritual, social emosional, seta moral yangberlangsung dalam proses interaksi efektif antaraorang tua dan anak.

12. Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah upaya
meningkatkan kepedulian dan peran serta keluargadalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri,produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsa.

13. Bina Keluarga Remaja (BKR) adalah wadah kegiatanyang beranggotakan keluarga yang mempunyai remaja
usia 10-24 tahun (UNFPA dan WHO) dan belum
menikah. BKR bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggotakeluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang remaja dalam rangka meningkatkan
kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi
anggota kelompok.

14. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya
untuk meningkatkan usia kawin pertama saat
mencapai usia minimal 21 tahun untuk perempuan
dan 25 tahun untuk laki-laki.

15. Desa dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan
pengembangan dan Desa Siaga, yaitu Desa atauKelurahan yang penduduknya dapat mengaksesdengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang
memberikan pelayanan setiap hari melalui PosKesehatan Desa (Poskesdes) atau sarana kesehatanyang ada diwilayah tersebut seperti, Pusat KeesehatanPembantu (Pustu), Pusat Keesehatan Masyarakat
(Puskesmas) atau sarana kesehatan lainnya. Sertapenduduknya mengembangkan Upaya KesehatanBersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan
melaksanakan survailans berbasis masyarakat
(meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu dananak, gizi, lingkungan dan prilaku). Kedaruratankesehatan dan penanggulangan bencana serta
penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya
menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



I
16. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di RumahTangga adalah upaya untuk memberdayakan anggotarumah tangga agar sadar, mau dan mampumelakukan PHBS untuk memelihara danmeningkatkan kesehatannya, mencegah resikoterjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancamanpenyakit serta berperan aktif dalam gerakan kesehatandimasyarakat.
17. Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional yang tumbuhdan, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnyakeluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaPKK) adalah suatu upaya yang dilakukan olehkelompok kerja dalam gerakan PKK untukmeningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemampuan,dan keterampilan keluarga sebagai penunjang ekonomikeluarga.
19. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) adalah sekelompok keluarga yangsaling berinteraksi terdiri dari berbagai tahapanKeluarga Sejahtera, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera
sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus sertamelakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalambidang ekonomi produktif.

20 Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatankepedulian dan peran serta masyarakat melaluipendewasaan usia perkawinan, pengaturankelahiran/pelayanan kesehatan reproduksi,pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan
kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecilbahagia dan sejahtera.

21. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) adalah pelayanandalam upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usiaideal melahirkan, mengatur kehamilan, melaluipromosi, perlindungan dan bantuan sesuai denganhak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yangberkualitas melalui pemberian pelayanan KeluargaBerencana (KB) termasuk pelayanan efek samping dankomplikasi.
22. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalahmetode kontrasepsi yang masa efektifnya relatif lamadan terdiri dan Implant/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit(AKBK) dengan masa pemakaian 3 tahun, IUD/AlatKontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan masapemakaian 8 sampai 10 tahun, Tubektomi/MetodeOperasi Wanita (MOW) dan Vasektomi/Metode Operasi

Pria (MOP).



23. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yangdigunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanankesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratifmaupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang telahmemiliki peijanjian keijasama dengan BPJS Kesehatandan terregister dalam sistem BkkbN.

24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupaperlindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindumgandalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yangdiberikan kepada setiap orang yang telah membayar
luran atau iurannya dibayar pemerintah.

25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan(BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untukmenyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
26. Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang sejahtera,

sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yangideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab,harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa.
27. Keluarga Harmonis adalah yang mempunyai hak taatmelaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya,salmg menghormati sesuai dengan fungsi danperannya, memahami dan melaksanakan hak-hak dankewajibannya dan apabila menghadapi suatu masalahyang menyangkut keperluan seluruh anggota keluargaselalu dimusyawarahkan tidak hanya diputuskan olehorang tua.
28. Keluarga Sejahtera (KS) adalah keluarga yang dibentukberdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materialyang layak, betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,memiliki hubungan serasi, selaras dan simbang antarkeluarga dengan masyarakat dan lingkungan.29. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) adalahproses penyampaian pesan kepada seseorang ataupihak lain dengan maksud teijadi peningkatan
pengetahuan dan perubahan sikap.

30. Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan adalahintensifikasi peran Gerakan PKK dalam program KBNasional dan Pembangunan kesehatan yangdilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektorterkait disemua tingkatan wilayah dalam rangkamembangun keluarga yang sejahtera.
31. Kesehatan Reproduksi (Kes-Pro) adalah keadaankesehatan yang sempuma baik secara fisik, mentak,dan sosial serta bukan semata-mata terbatas dari

penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yangberhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi sertaprosesnya (WHO, 1992, Reproductive Health).



32. Ketahanan Keluarga adalah suatu program untukmenciptakan kondisi yang dinamis suatu keluargaagar memiliki keuletan dan ketangguhan sertamemiliki kemampuan fisik, material dan psikis mentalspiritual untuk mengembangkan keluarganya untukdapat hidup mandiri dalam mewujudkan kesejahteran
lanir dan kebahagiaan batin.

33. Pembangunan Berwawasan Kependudukan adalahpembengunan yang disesuaikan dengan potensi dankondis! penduduk yang ada, dimana penduduk harusdijadikan titik sentral dalam proses pembangunan,penduduk harus dijadikan subyek dan obyek dalampembangunan, pembangunan dilaksanakan olehpenduduk dan untuk penduduk. Pembangunan lebihmenekankan pada peningkatan kualitas sumber davamanusia. J

34. Pembangunan Kesehatan adalah bagian integralpembangunan nasional yang diarahkan gunatercapamya kesadaran, kemauan dan kemampuanhidup sehat bagi setiap penduduk agar dapatmewujudkan derajat kesehatan yang optimal.35. Peserta KB Baru adalah Pasangan Usia Subur (PUS)yang baru pertama kali menggunakan alat/carakontrasepsi dan atau PUS yang kembali menggunakankontrasepsi setelah melahirkan atau keguguran.36. Peserta KB Aktif adalah peserta KB yang sedang
menggunakan salah satu metode kontrasepsi secaraterus menerus tanpa diselingi kehamilan3?. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya-upaya yangdilakukan secara sadar oleh berbagai pihak(pemenntah maupun swasta) secara sendiri-sendirimaupun bersama-sama untuk meningkatkankemampuan masyarakat agar dapat memenuhi

qQ ^utuhan hidup secara layak lahir maupun batin.38. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salahsatu bentuk Upaya Kesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan
dan, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalampenyelenggaraan pembangunan kesehatan gunamemberdayakan masyarakat dalam memperolehpelayanan sebagai dasar untuk mempercepatpenurunan angka kematian ibu dan bayi39. Revitalisasi Posyandu adalah upaya pemberdayaanPosyandu untuk mengurangi dampak krisis multidimensi terhadap penurunan status gizi, pendidikandan perkembangan anak, peningkatan ekonomikeluarga, ketahanan pangan keluarga dankesejahteraan sosial.

40. Inovasi Kegiatan adalah pengembangan kegiatan
disuatu wilayah tertentu berdasarkan potensi daerahyang berdampak positif/perubahan nyata padapeningkatan cakupan program PKK-KB-Kesehatan.



4 . Pakarti Utama adalah penghargaan yang diberikankepada Kabupaten dan Kota untuk pencapaian targetyang dihasilkan dari berbagai upaya inovasi yangmemudahkan masyarakat untuk mengikuti program
tersebut. &

42 Pakarti Madya adalah penghargaan yang diberikankepada Kabupaten dan Kota untuk pencapaianprogram sesuai dengan target yang direncanakandaerah masing-masing.

BAB II
TUGAS POKOK

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanamerupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakanurusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorangKepala Dinas yang berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diBidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadan serta tugas pembantuan yang diberikan padaKabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



r

c. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
1. Seksi Bina Ketahanan Anak, Remaja dan Lansia
2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

d. Bidang Keluarga Berencana
1. Seksi Pelayanan KB
2. Seksi Kesehatan Reproduksi

e. Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi:
1. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina LiniLapangan (HUBALILA)
2. Seksi Data, Informasi Monitoring Evaluasi danPelaporan;

f. Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimanatercantum pada Lampiran, yang merupakan bagiantidak terpisahkan dart Peraturan ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS UNSUR DINAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan melaksanakan sebagianurusan Pemerintahan dibidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dantugas lain yang diberikan oleh Bupati;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyaifungsi : J

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya
mehputi teknis, perencanaan, pemanfaatan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah di bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai denganlingkup tugasnya;



e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan keriasamadengan unsur Pemerintah Kota, antarlembaga/instansi serta masyarakat dalam usahapelaksanaan tugas dan fungsinya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanterhadap tugas dan fungsi Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehBupati.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalammelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinasdi bidang kesekretariatan yang meliputi Penyusunan Program danInformasi, Urusan Umum dan Kepegawaian, serta PengelolaanKeuangan dan Aset.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
b. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
d. Pengelolaan urusan keuangan dan aset;
e. Pengelolaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadappelaksanaan program dan kegiatan dinas;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Dinas.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan (3), Sekretariat dibantu oleh :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;



(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawabkepada Sekretans.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaianb. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pengelolaankepegawaian, umum.
c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan dan melakukanpemantauan dan pengendalian kegiatan
d. Menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana kegiatan dananggaran sub bagian umum bulanan, triwulan, tahunan dankonsep petunjuk-petunjuk tehnis dibidang pelaksanaan

pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta pembahasan
masalah hukum, pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaandinas pengendalian penduduk dan keluarga berencanae. Menghimpun, mengklasifisikan dan melakukan dokumentasiperturan perundang-undangan yang berkaitan dengan programPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaf. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan bimbingantehnis kepada para staf agar kinerja mereka meningkatg. Melakukan pengawasan di unit kerjanya agar tercapai efekif danefisien.

h. Menyiapkan layanan adminsitrasi surat menyurat meliputipenenmaan distribusi surat-surat masuk, pemberian nomor suratpengagendaan dan pengiriman surat keluar, pengagendaan fillingsurat-surat, dokumentasi.
1. Melakukan penataan, pemeliharaan, pemantauan arsip -arsip inaktif
j. Menyiapkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor,perlengakapan kantor, administrasi peijalanan dinas pegawai,penerimaan tamu-tamu.
k. Menyiapkan sarana dan prasarana kantor, rapat, operasional

kantor dan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai-1. Melakukan pemantauan dan telaahan masalah-masalah dalampelaksanaan perundang-undangan organisasi danketatalaksanaaan.



m. Menyiapakan pertemuan-pertemuan
pengelolaan kepegawaian.

dalam rangka pelaksanaan

n. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas pekerjaanyang telah selesai dilaksanakan J

o. Melakukan tugas pekerjaan lainnya sesuai petunjuk atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana keija Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganb. Mendistnbusikan tugas dan memberi petunjuk Perencanaan danKeuangan
c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan perencanaan

dan Keuangan
e. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan petunjuk teknisdibagian pelaksanaan perencanaandan keuangan-
f. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan

kebijaksanaan operasional dibagianperencanaan dan keuangan;g. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunanperencanaan program Dan Keuangan
h. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunankebijaksanaan operasional dibidang penyusunan anggaranpembukuan, perbendaharaan dan verifikasi program;
i. Mengumpulkan bahan-bahan untuk usulan anggaran Mumi danperubahan serta pelaksanaan alokasi anggaran programj. Menghimpun, mengklasifikasikan menelaah basis anggaran danprogramserta mengolah data dan bahan-bahan untukpenyusunan anggaran, analisis pelaksanaan anggaranpembukuan, perbendaharaan dan verifikasi;
k. Menyusun konsep Sumbangan Perhitungan Anggaran (SPA),laporan keuangan bulanan, termasuk laporan bulanan hasil pra-venfikasi pertanggung jawaban bendaharawan dan menyampaikanlaporan kepada kepala Dinas Pengendalian Kependudukan danKeluarga Berencana mengenai tugas pekeijaan yang telah selesaidilaksanakan;



1. Mengumpulkan dan mengolah laporan-laporan umpan balik hasilpelaksanaan kegiatan program keluarga berencana, pembangunankeluarga sejahtera;
m. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijaksanaan

operasional dibidang pelaksanaan pelaporan dan statistik programKeluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahteramehputi pengumpulan data, pengujian dan penyajian data,bimbingan pelaporan dan statistik;
n. Memberikan bimbingan teknis kepada semua pihak terkait danmelakukan penilaian prestasi keija para staf yang dibawahnyaagar kineija mereka semakin meningkat;
o. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit keija yangdipimpinnya, secara terus menerus, preventif maupun represif,agar tujuan-tujuan pengelolaan keuangan program DinasKeluarga Berencana Kabupaten dapat tercapai secara efektif danefisien;
p. Melakukan penilaian prestasi keija para staf yang dibawahinyadan melakukan pengawasan melekat dilingkungan unit keija;q. Menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas pekeijaanyang telah selesai dilaksanakan;
r. Melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan

Bagian Ketiga
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 9

(1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas merumuskan danmelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kota dibidang Keluarga Sejahtera.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. Merencanakan kebijakan teknis bidang keluarga sejahtera

b. Mendistnbusikan tugas dan memberikan petunjuk kepadabawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.

c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan.

d. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaantugas.



e. Menyusun anggaran di bidang pengendalian keluarga sejahteradan pemberdayaan keluarga;

f. Menyelenggarakan upaya upaya terciptanya keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program advokasi dan komunikasiinformasi edukasi serta institusi dan peran serta
.pemberdayaan ekonomi keluarga pengembangan ketahanankeluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

g. Menyelenggarakan hubungan kerja dengan komponen dan
instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program informasiedukasi serta institusi dan peran serta .pemberdayaan
ekonomi keluarga pengembangan ketahanan keluarga danpeningkatan kualitas lingkungan keluarga;

h. Melakukan identipikasi analisis dan menyelesaikan masalahyang berkaitan dengan pelaksanaan advokasi,komunikasiinformasi dan edukasi;

i. Melakukan pengawasan melekat di lingkungkungan
bidangkeluarga sejahtera;

j. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan programkegiatan keluarga sejahtera advokasi,komunikasi informasi danedukasi pemberdayaan ekonomi keluarga .pengembanganketahanan keluarga;

k. Menyusun dan menyampaikan hasil keija lingkup bidang
keluarga sejahtera;

1. Melakukan tugas kedinasan lainya yang di perintahkan atasan
(3) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidangyang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Keluarga
Sejahtera dibantu oleh :
a. Seksi Bina Ketahanan Anak dan Remaja dan Lansia;
b. Seksi Pemberadayaan Ekonomi Keluarga;



(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.

Paragraf 1
Seksi Bina Ketahanan Anak, Remaja dan Lansia

Pasal 10

Seksi Bina Ketahanan Anak, Remaja dan Lansia mempunyai
tugas :

a. Menyusun Rencana keija seksi bina ketahanan anak,remaja dan
lansia.

b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahandalam rangka pelaksanaan tugas.
c. Mengkordinasikan kegiatan bawahan dan memantau kegiatanbawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ketahananpemberdayaan keluarga.
e. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan

kemitraan pelaksanaan program ketahanan keluarga baik antarsektor pemerintah maupun LSOM;
f. Memfasilitasi pemberian dukungan pelaksanaan penyuluhankelompok bagi keluarga dalam program ketahananpermberdayaan keluarga.
g. Menyiapkan bahan dalam rangka proses penetapan systempembinaan program ketahanan pemberdayaan keluarga danbimbingan fasilitas teknologi tepat guna.
h. Melakukan penyerasian kriteria pembinaan ketahanankeluarga,Penyediaan fasilitas bagi kelompok BKB,BKR,BKL danBLK dan Bimbingan BKB BKR.BKL serta pembinaan dan

pemantapan ketahanan keluarga.
i. Mengevaluasi hasil keija bawahan dalam pelaksanaan tugas seksibina ketahanan anak ,remaja dan lansia.
j. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil keija lingkup seksibina ketahanan knak ,remaja dan lansia
k. Melakukan Tugas kedinasan lainya yang di perintahkan atasan;

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pasal 11

Seksi Pemeberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas :



c. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan

ekonomi keluarga;
e. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraan

kemitraan pelaksanan program pemberdayaan ekonomi keluarga
antar sector pemerintah maupun sektor swasta;

f. Melakukan penetapan syarat penyediaan dan penyuluhan kredit
bagi usaha dan peningkatan keterampilan;

g. Menyiapkan bahan penetapan materi penyebaran informasi
produk unggulan kelompok UPPKS;

h. Menyiapkan bahan/data dalam rangka penetapan citra
pemberian sertifikat kelayakan usaha ( SKU )bagi kelompok
UPPKS;

i. Mengevaluasi hasil keija bawahan dalam pelaksanaan tugas seksi
pemberdayaan ekonomi keluarga;

j. Menyusun dan Menyampaikan laporan hasil keija lingkup pada
seksi pemberdayaan ekonomi keluarga;

k. Melakukan tugas kedinasan lainya yang diperintahkan atasan;

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

(1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan danmelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten
di bidang keluarga berencana;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. Merencanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana;b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepadabawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;c. Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
d. Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugase. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka terciptanyaketerpaduan dan singkronisasi pembinaan dibidang keluargaberencana dan kesehatan reproduksi;
f. Menyusun anggaran kegiatan bidang keluarga berencana dankesehatan reproduksi;
g. Melakukan identifikasi, analisis dan menyelesaikan masalahyang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kb dankesehatan reproduksi;
h. Melakukan pengawasan melekat dilingkungan unti keijanya-
i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatanreproduksi;



j. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil keija lingkupbidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kepadaatasan;
k. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkanatasan ,

(3) Bidang keluarga berencana dipimpin oleh seorang kepala bidangyang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas;

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang KeluargaBerencana dibantu oleh :
a. Seksi Pelayanan KB
b. Seksi Kesehatan Reproduksi.

(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangdalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada KepalaBidang;

Paragraf 1
Seksi Pelayanan KB

Pasal 13

Seksi Pelayanan KB mempunyai fungsi :
a.
b.

c.
d.
e.
f.

g-

h.
i.
j-

k.
1.
m.
n.

o.

P-

q-

Menyusun rencana kerja seksi pelayanan keluarga berencana;Mendistnbusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahandalam rangka pelaksanaan tugas;
Mengkoordinasikan kegiatan bawahan;
Memantau kegiatan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kb-
pelayanan kbPe'UnjUk dalam rangka prOSeS

Melakukan penetapan kriteria dan sasaran pengendalian
Keiamran,
Melakukan pembinaan penyuluhan KB;
Melaksanakan Pelayanan KB;
Melakukan proses penyerasian kriteria kelayakan tempatpelayanan kb jalur pemerintah;
Menyusun petunjuk teknis pemantauan mutu pelayanan kb-Melakukan pemantauan mutu obat dan alat kontrasepsi;Melaksanakan bimbingan peserta kb mandiri;
Menyiapkan bahan dalam rangka proses penyediaan dukunganalat dan obat kontrasepsi;
Menyiapkan bahan dalam rangka proses penetapan perkiraansasaran program kb menurut tahapan keluarga sejahtera-Mengevaluasi hasil keija bawahan dalam pelaksanaan tugas seksipelayanan kb;
Menyusun dan menyampaikan laporan hasil keija lingkup seksipelayanan kb kepada Atasan;
Melakukan • ,



Paragraf 2
Seksi Kesehatan Reproduksi

Pasal 14

Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:

c.

d.

e.

f.

1.

g-

h.

j-

k.

“dXt" m°nitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan
Menyiapkan bahan/data dalam rangka proses penetapan

da” 8a8aran P™®™ kesehatan
Menyusun petunjuk teknis dalam rangka penyelenggaraanemitraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi baik antarsektor pemerintah maupun LSOM;
Menyiapkan data dalam rangka proses penetapan media KIEkesehatan reproduksi yang sesuai dengan kondisi sasaran;Memfasihtasi pelaksanaan penyuluhan kelompok oleh pendidiksebaya dan konselor sebaya kesehatan reproduksi remaja

P

SnPkan bahan dalam rangka proses Penetapan systempembinaan program kesehatan reproduksi;

XodX^" komunikasi inf°™asi dan edukasi kesehatan
taWahan Pe'al“ ‘UgaS““keX^t^uk^^ laPOran haSn keqa lingkup

a. Menyusun rencana kerja seksi kesehatan reproduksi-b- soswssaxs-"— —-

m. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

Bagian Kelima
Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi

Pasal 15

(1) Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi mempunyai tugasmerumuskan dan melaksanaan kebijakan serta kewenangan
emenntah Kabupaten di bidang advokasi penggerakan daninformasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasimempunyai fungsi :
a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi penggerakanserta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian

penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
(KBKR) serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
(KSPK) di kabupaten;



b. Menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan norma ,
standar, produser dan kriteria di bidang advokasi penggerakan
serta komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sertakeluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kabupaten;

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang advokisi,
penggerakan serta komunikasi, informasi dan edukasi
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatanreproduksi serta keluarga sejatera dan pemberdayaan keluarga
di kabupaten;

d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengevaluasi danmelaporkan data dan informasi program pengendalian
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sertakeluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kabupaten;e. Mengelola teknologi informasi, situs resmi BkkbNhttp;/www.bkkbn.go.id dan media konferensi di Kabupaten;f. Melaksnakan pengelolaan layanan kepustakaan danpenyebarluasan informasi pengendalian penduduk, KBKR danKSPK di Kabupaten;

g. Memberi bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advikasi,
penggerakan serta komunikasi, informasi dan edukasi
pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di Kabupaten;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengendalian penduduk, KBKR dan KSPK di Kabupaten;

i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja
’

lingkupbidang advokasi;
j. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan

(2) Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawabkepada Kepala Dinas;

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang AdvokasiPenggerakan dan Informasi dipimpin dibantu oleh :
a ^HUBALILA)Ungan dan Bina Lini

b. Seksi Data Informasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;

(4) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yangdalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.



Paragraf 1
Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan (HUBALILA)

Pasal 16

dan Bina Uni ^Pangan(HUBALILA) mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan melaksanakan hubungan antarlembaga dengan pemerintah Kabupaten , Kecamatan dan lembaganon pemerintah;
b. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penyuluhkeluarga berencana (PKB) dan petugas lapangan keluargaberencana (PLKB) serta mekanisme oprasional lini lapangan dikabupaten;
c. Melakukan penyiapan bahan pembinaan institusi masyarakatpedesaan di Kabupaten;
d. Tersedianya bahan pembinaan institusi masyarakat perdesaan diKabupaten;
e. Menyiapkan bahan pemberian fasilitator program kepend udukandan KB di Kabupaten;
f. Menerima pendelegasian tugas dan atasan dalam berbagi

kegiatan;
g. Terlaksananya tugas yang didelegasikan oleh atasan;
h. Membina dan mengembangkan bawahan;
i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil keija lingkup SeksiHubungan Antar Lembaga dan Bina Lini Lapangan;
j. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

Paragraf 2
Seksi Data Informasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pasal 17

Seksi Data Informasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan-bahan monitoring, pengumpulan,
pengelolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan data dan informasipengendahan penduduk, sejahtera dan pemberdayaan keluarga(KS-PK);

b. Melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, situs
resmi BKKBN http;//www.bkkbn.go.id dan media konferensi (KB-KR) serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdavaan Keluarga (KS-PK)
Kabupaten;



c. Melakukan layanan kepustakaan dan penyebarluasan informasi
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi (KB-KR) serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan
keluarga (KS-PK) di kabupaten;

d. Menyiapkan bahan pemberian fasilitator program kependudukan
dan KB di Kabupaten ;

e. Menerima pendelegasian tugas dari atasan dalam berbagai
kegiatan;

f. Terlaksananya tugas yang didelegasian oleh atasan;
g. Membina dan mengembangkan bawahan;
h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil keija lingkup Seksi

data informasi,monitoring evaluasi dan pelaporan;
i. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan;

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 18

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, dan Fungsi Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus akan ditentukan dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis dinas sesuai denan bidang
keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan
Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati danAparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat atas usulSekretaris Daerah.

(2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 21

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi
simphkasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanyamaupun dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan kerjanya
sesuai dengan bidang tugasnya;

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpindan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing danmembenkan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalampelaksanaan tugas;

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhipetunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi danbawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan perimbangan
dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut;



(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakanpengawasan melekat;

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat
menunjuk Sekretaris Dinas;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Dinas danatmenunjuk Kepala Bidang;

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana Kabupaten Tanggamus berasal dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

BABX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Semua ketentuan atau peraturan yang mengatur tentang
kewenangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarag
Berencana yang berada pada Satuan Kerja lain akan dialihkan
kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
paling lambat 6 (enam) bulan harus mengikuti ketentuan dalam
peraturan ini sejak tanggal diundangkan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan Bupati
Tanggamus Nomor 14 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan
uraian tugas jabatan struktural lembaga teknis daerah Kabupaten
Tanggamus sebagimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 03C Tahun 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

6

BAMBANG KURNIAWAN

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 22 November 2016

BUPATI TANGGAMUS,
Au 'ftfO.^4*
STS M j

Diundangkan dfKota Agung
pada tanggal 22 November 2016

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017
Agar seüap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangah Peraturan ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kabupaten Tanggamus;

' -''i

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR 362



LAMPIRAN ; PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 47 TAHUN 2016
TANGGAL i 22 November 2016

STRUKTUR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,
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